
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PENGELOI"AAN
BADAN USAHA MILIK DESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
dan desa serta menumbuh kembangkan ekonomi
masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan
masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat
sesuai kebutuhan dan potensi maka dibentuk Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO5 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tar..rrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ot1, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tasrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Sae5);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembai'an Nega-ra- Republik Indonesia
Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587i sebagaimana telah diubah
beberapa k-ali terakhir, dengan Undang-Llnd.ang Nomor I
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 ientang Pemerintahan Daerah
(Lembara-n Negara Republik Inrionesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nesara Rerrublik Indonesia Nomor
567el,;

6. Pera-turan Pemerinta-h Nomor 38 Tahu-n 2AO7 tenta-ng
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeratr Provinsi dan Pemerin+,ahan Daerah
Kabr-roaten i Kota (Lemtlaran lrlesara Reoublik Indonesia
Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737|;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8
teniang Pernbagian Urusan Fer:teriniahan yai'r,g rnenjadi
ke-wenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

a Darafrrran l\fanfaz.i T-\alam l\Ipapri l\Inr.nnr' 2() 'Tollrrn ?n'! n(i. i v^r:,Li-ii(:Lii iYiUiiLUii UGlGll r-V6Vra rivrllvl vr l4lur. Av Lv

tentang Badan Usaha Milik Desa;

(} D^-^+rr-aa l\/t^-+^*; T\aca Do*L*^amrnna T*\aacolr'Tartinaca!

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tetntang Pendirian, Pengurus ,jan Pengelolaan, dan
Do-}'rrhoraa Elor{on f Toal.ra il/Tiiil. T-\acoi vilruqu(Jqrr gqu.Jt vu(Jrq lYlrlrA vvuq.

MEMUTUSKAN:

MenetaPKaN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN, TATA
CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB I
T/I TAIMTTAIT TTf,f I II'
lL.E/ t .Frl\ I L.rfl'll UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutn;ra disebut Daerah adalah
Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat
hr;kr:m yang mempunyai batas daerah tertentu, bei-w-enang

-^.^.t^+..- 
,J^- -^^* 1-^-^-+.'-- -^r-^+ ^^+a'+s-n+mcriBalul- uali IIiuIiE,iiIuli i{.trPEr.rLurEir-rr ruir"s_yi1r.1rr.ir-L IiELErrrPir.L

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatarr iilegara Kesatuan Repubiik indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Pei*wakilan Ra-kyat Da-erah ya-ng menyelenggaraka:i
urusan pemerintahan menurrJt asas ctonomi cian tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya d.lrq
sysiem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Ind,:nesia
sebagaimana dinaaksud da-Lana Lrndang-Lrndang Dasal'
Negara Republik Indonesia Tahun 7945.

-3. Pemenntah Daerah ada-la-h Bupa-ti dan Perangka-t Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Bupati adalah Bupati Katingan.
Dewan Perrn'alkilan Raicyat Daerah yang seianjutnya eiisebut
DPRD adaiah Dewan Perwakiian Raiqyai Daerah Kabupaien
Katingan.

sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabunaten
Katingan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disebut
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

L Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerakr.

9. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di
Wilayah Kerjanya.

10. Desa- adalah Kesatr:an mas5rarakat hr-rkum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengui'us kepentingan masyarakat setempat. trerdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Repubiik Indonesia.

1 1. Kepala Desa adalah pimpinan
pemerintahan Desa.

penyelenggaraarl

12. Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permus3,a',varatan Desa d.alam mengatur dan menglrrus
kepentingan mas5rai-akat setempa'u y-atlg diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan Ferangkat Desa sebagai unsur
nan.ralo- G6dra namarinfal.r T-\oooyvru vrvr^564r ( pvtrrLr rrtLai iJilodi.

1,4. Peraturan Desa adalah Peraturan pemndang-undangan
yang ciiteiapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
<iisepakati bersama Bacian Permusyawaratan De sa.

15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutny's disebut
T)nr\ ^J^1^1- r^-L---- ^t_^- ^^____:--l^,^DrrJ auaralr relnuaBa yiillB merupEu<an per-W-UJLlOai-i.
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsui' peny'eienggara pemerintahan d.esa.

16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
keka5,'aan asli Desa, dibeii atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan ha.k
lainnya yang sah.

17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa peiayanan
ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan
bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, indr:sf-rt,
kerajinan ralgrat, perkebunan dan perikanan.

18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seiuruh atau sebagian besar
modainya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
gllna mengelola aset, jasa peiayanail, dan usaha lainnya
unt uk sebe sar- be sarrrya ke sej ahteraan masyarakat D e sa.

6.
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i9. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang seianjutnya
disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang
dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggcta yang
berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil
kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

20. Penvertaan Modal Pemerintah Desa adalah penealihan
kekbvaan -rrans tidak dioisahkan meniadi kekavaail vans
diois"ahkarf ufituk dioe^rhitunskan s6basai m"odal htari
saham Desa pada Badah Usaha'Milik Desa."

rr, 
^ 

r/crr rr 
BAB II

rvrnnsurJ, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya BUMDes adaiah menampung seluruh
kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan
pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang
berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat
setempat, manpun kegiatan perekonomian yang diserahkan
untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah
dan pemerintah daerah.

Bagran Kedua
Ttrjuan

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

a. nneningkatkan pendapatan asli desa dalann rangka
meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam
penyelenggai'aan pemerintahan, pembangunan dan
nal arran a6 ffi a erzof o1zqt.
lJvrqJ 4rr(Ar ^^r49J 

q qL4Lt

b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah
perdesaan untuk mendorong pengembangan dan
kemampuan perekonomian masyarakat desa seca-ra
keseluruhan;

c. mendorong berkembangnya r-rsaha- mikro sektor informal
untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa
_yang terbebas dari pengaruh rentenir;

d. menciptakan lapangan kerja <ian peiuang usaha;

e. mengernbangkan potensi sumber daya alanrr yang dimiliki
oleh desa dan memberikan nilai tambah serta
mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa
danlatau dengan pihak ketiga"
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Bagian Ketiga
Qqccran

Pasal 4

Pemberriayaan ekonomi masyarakat
mempunyai sasaran :

^ r^-l^--^-^:.^--^ 
-^^--^-^I-^r 

): i^^^ l^l^* 
-^--^-l-^--1-^^

'd.. LErlir.r,,ilrrrlrYa rrlil.ul/ir.lit!til.L Llr tlEsi,' Llir.raur urErrB,glrrlJarlrBrai:trr
t i 1 1.6usana proouKtll; oan

b. tersedianya media beragam usaha
perekonomian mas)'arakat desa sesuai
1-^1^--r--1- ^ ---^--^1-^r----^r.5.9 u u Lurralr rrrasy aral,t.aLrry a.

BAB III
IlLlD A t\T E'TiD A rTrI!-rl r r-\ A t\T TIDTI\TOTIf T\ A C! A Drgl\f1lt. rJ I 1\-n I l-:/\rl IJJ-II!. rl\ILI \)tr L/rl'Dnl\

Pasal 5

Peran BUiviDes ciaiam pemberdayaan
masyarakat sebagai berikut :

a sahaoqi carano npdt racqn lzpcarnnaf an lzaria r{on
Irva aquu(x r^yk@r rrvrJq

peningkatan pendapatan rata-rata yang diserap oleh usaha
mikro bukaniah Llsaha yaxg bersifat padat modai; dan

b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahawan dan
potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif.

Pasal 6

C1+..^.^-: -^-1-^-l^ --^^1^^ ^1-^-^*: 
-^^-,^-^L^+ 

*^1^1-,:DLrittLtrBI PEllILrCr(lia-yiaarr t,l.l'i1lri1. EllLrll(rllll l.Llir.I)_ya1' i1"Kil,L lllglir.rLlI
BUMDes dilakukan dengan :

A mencinfakan iklirn rrsaha varlr, kondrrsifl hapi nensemhansarr--------r J ----o ---o- r---o---------o----
usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan
perlindungan usaha. Dengan demikian usaha mikro di desa
Aihorqnlzqn rmomnrr frrmhrrlr Aqn herlzaml-rono aF^ar4ur^rqr ql/r\q^^ rrr(4rry q Lq^rrv ur^ uvvu q

sistematik, mandiri dan berkelanjutan ;

b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung
kegiatan ekonomi produktif usaha mikro ;

c. menyediakan irantuan ieknis darr pendampingan $ecara
manajeriai guna meningkatkan status cian kapasitas usaha;
dan

.{ .^aaa*a l^- *^*^^*1^,^+ 1^*l^^^^ 1-^,,^-^^- 
-;1--^ 

r,-+rrl-Ll. lllvlrala \lalr rrrurlrlJvrAq4L rurrruaSc1 AvucurScur llllslu ulILuA

memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro
rlan Izenil ap^ar,-:.,.Frvll ierr,;i ttrrrr-l,rh ri.:n c:itfernatiqruvu4 B vvyqLt LvlJuL,

meiaiui BUMDes

dalam menunjang
^^+-- -; l--^ ,{^-
PULLIIJT ULOA U4!

usaha ekonomi

kemampuan
*anam rna;^.rr^LLariiliurrlqj@vv 4v

Pasal 7

D;--:^ Tl^-^* .{^l^* Daml-.anfrrlzan Elf Thi[T\ac .I rutJrlJ uqo4 g4r4rr r urrluvllLuA4l uvlvlvvo .

a. pemberdayaan untuk meningkatkan
masjiarakat, keteriibatan rnasyarakat dan
--- ^ ---^--^r-^r-flrariyir,r ar{'ir.L;
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keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha
dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa
mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha
ekonomi masyarakat yang sudah ada;

partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran
aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta
bertanggungiawab terhadap perkembangall kelangsungan
BUMDes;cian

demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan
masyarakat dan harus diseienggarakan daiam perspektif
penyeienggaraan adminisirasi keuangan yang benar.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 8

Tl^*^-:-,^1^ T\^^^ -J^-^+ 
-^-l:-:1-^- 

tlrTltT\^- ^-^--^: -7^--^-rErrlcllrlLir.rl J-rESir. uelPi,tL lrlcrr(l.tllt{,irrl DvlvlrJgti sEurJi1r ucrrEa1rl
kebutuhan dan potensi Desa.

n-..---l..---L--1-- -- nTttln-- ---1----- !------- -t:----t --,-l ----1 - - -r rl\relnocltluKarr .tr, u lulJes sc oagi{rrltiula uullir.l(s u(I Paqa ayar t ry
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Per"aturan Desa sebagaimana dimak-sud pada ayat (21
sekurang-kurangnya memuat :

a. bentuk organisasi;

b. kepengurusan;

c. hak dan kewajiban;

d. permodalan;

e. bagi hasil usaha;

f. keuntungan dan kepailitan;

g. keqjasama dengan pihak ketiga;

h. mekanisme dan pertanggungiawaban; dan
i. pemtrinaan elan pengawasan.

Pembentukan badan hukum BUMDes sebagaimana
.li*^l-otrr{ ^^r{^ arraf ,O\ Xii^I-o^-^1-^* ,{on^^-Lllllr(7.I\rrr.lu Pa\rGL qJ (f,-L \al Llr&7.1\9AJlAiLAlr lr.U.LrSctfr

- 
^---^^-1- ^r:r-^-- 1-^^t ^^ ^-- nTTlrn--ltTt;IITp(iI IlaLlJs-t II ,strtjraPiru! .D L, MlJtrS.

Apabila kesiapan BUMDes sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum memadai, BUMDes berbentuk lembaga usaha
yang <likelola oleh Desa.

Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak
1-^*i--+^-^^^ A^^*aa aara+r -l^-^,,-,{^--^-u(,r LUll La r5a1 ul;lrBa r PUr 6f L LI L a"t t Lr\J L rIIIucfrIE- furual6crl.r.

Pasal 9
Elf Tl/tl\^c rl^na,l- rlirli*il-^- .{^l^* L.an#rr1- IT-^1r^ El^-c^a^ ITTEIIpvtrryvo ual/eL uluuaA4l suclr svrlLqA vs4ra svro4lra tvu,
atau bentuk lainnya (bukan koperasi), Perseroan Terbatas
illTl C\/ Tir} afa'rr lernFrqcrq lrerrqncrqn IFtpI]l

BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
usaha miiik Desa.

,l ItU

lzt

f3)

(41

(s)

(6)

/11t{

{2t
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Pasal 10

Qrroraf nemhanfr rl.o- ElT Tl\/IT-lao .vJ qr qL HvrrrvvrrLqr\qll svrrlsvu .

a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat
Fro-r{ooo-Lo- 

-rro-rottro--1" 
rrr^rd^ .loo^.uvruGpGrAsrl rlrquJqvvqrqrr vY45q uu9G1

b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

^ ^^^,,^.i l^-^^* l,^1^,,+..L^* *^^--^-^1-^+ +^-.,+^*^ l^1^-t,. sgDLl6l,l uclrBclrr AEIJLlLLlI.rd"lI rrrd-s-y6tr d-AclL, Lgl (tLclllrd- tlcucull
pemenuhan kebutuhan pokok;

A fo+calianir^ crr-1-o-.{^-r^ ,{oo^ -r^-a lralrr- .li---f^^+'lranu. LvrDvurqrrJq ourrruur uaJa uv04 JCrS vurulll ulrlrqlrl4qLsqll

secara optimal, terutama kekayaan desa;

F terocrliatrrra crrrnher rilarrq trratrrrcia rran6 ffiamhrrv. lvr uvsrslJ 4 uqlravva ssJ q arl4lqslq J e4l6 rlls^rlrB

mengelola badan usaha sebagai aset penggerak
perekonomian masyarakat desa;

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupak€Ln
kegiatan ekonomi warga mas]'arakat y-ang dikelola secara
narsial rlan krrrancr terakornorlasi: dan*--D ---

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
---l^-^+^- ^^I: J-^^
PUrrud"lJaLa,rr a"irrr uuDcL.

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui
+^l^^-.Larra}J .

a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan
kesepakatan;

b. kesepakatan dituangkan dalam ADIART yang sekurang-
I*--^-----^ 1^^-:^.: ^--^^:^^^: )^- +^L^ l-^-:^ 

-^-^!^-^-$.LrIir.rlErr-yi1, ugrrul urtset!Iltir"sr Ltir.rr Li1Li1 raEtJt., PgrrcLi1'Pir,rl
personii, sistem pertanggung jawaban, peiaporan, -bagr

hasil dan kepailitan;

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan
Desa; dan

d. penerbitan Peraturan Desa.

BAB V
PENGELOLAAT{

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 11

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari
pemerinta,han desa.

Organisasi pengelola BUfuiDes sebagaimana
dalam ayat (1), paling sedikit terdiri dari :

a. penasehat atau komisaris: dan

b. pelaksana operasional atau direksi.

organlsasl

olmaKSuct

(2t

(1)

l'2)
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Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf a, ciijabat oieh Kepaia Desa.

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (.21huruf b, terdiri atas :

a. ciirektur atau manajer; cian

b. kepala unit usaha.

Apabila dipandang perlu berdasarkan situasi dan kondisi
desa atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dapat
ditunjuk unsur Penganvas.

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
r--*i^-^-t-^- '^^l^ .uLruas4sul Pava .

a. anggaran dasar; dan
L 

---^-^t- 
L------u. arrBBararr r urrrarr LarrBB,a.

Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) tercantr-im daiam La-mpiran Pera-tui'an ini.

Bagian Kedua
rr^--^l^l^^-rtrlrH,EIL,rair.ll

Pasal 12

Datam pengeioiaan BUMDes, harus didasarkan pada :

a. transpara-n sehingga dapat diketaht-ri, eliikt-r-ti, dia-wasi dan
l:^--^1,.^^:.(.l.lrJ v 6l.f tr6LSr,

b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku
sehingga dapat dipertanggungj av,'abkan kepada masyarakat ;

c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, perrgaurasan dan pengembangan
kegiatan usaha ;

d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat
kepacia masyarakat secara berkesinambungan ;

e. akseptabel berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam
masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari

-:1^^1- 
. -J^-uclrrLlir. PrrraLtl ! (Iiarl

f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga
^__-_ 

_ l-,- f, 
-___^-^ ^_-lugas oan [ewenangall

Pasal 13

(1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal L L

ayat {2 ) huruf a mempunyai tugas :

^---1----: 1-----l- n:---I--: l--- t7----1- !r--:4 rr--1--a, I-rrsurDerr saraJr l(trpaua rJlrtrl(sr Ltarr AtrPana. L/ruL Lrsarra
dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;

L 
-^^1^^-:l-^- 

l^* -^-l^-^+ : 
-^^^l^Lu. IIicI.tiusl iliailr isi4i iill Llarji. PEIriJd-Pi1L rrrcrr5crrir-r lrlias.arianr

yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan

(s)

(6)

(7)
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c. men€awasi pelaks€rnaan kegiatan usaha apabila terjadi
gejala rnenurrJnnya kinerja kepengurLlsan.

(21 Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 1

rnempunyai kewenangan :

a. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau
direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 2 )
huruf b berwenang meminta penjelasan mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
dal

b. meiindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat
merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 14

(i) Peiaksana Opelaqionai sebagaimana dimaksud ciaiam pasal
11 ayat (41 adalah orerng yang bertanggung jawab atas
kegiaian operasional usaha desa.

(21 Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud
menduduki jabatannSra sesuai bidang dan
t r s.eh qnrra

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana
diatur dalam AD/ART.

pada ayat (1)
karakteristik

Operasional

(1)

Pasal 1"5

Tb-gas Pelaksana- C)perasiona-l sebagaimana el_imaksud d_alam
Pasal 14 sebagai berikut :

a. mengembangkan dan membina badan usaha agar
tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat
melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi
desa yang adil dan meratal

c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian lainn3.a yang ada di desa; dan

d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa
untuk rneningkatkan pendapatan asli desa.

Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 sebagai berikut:
a.. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit

usaha;

b. membuat progres kegiatan dalam bulan bedalan;

c. meny-ampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha
kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan

(21



10

d. memberi laporan perkembangan usaha kepada
T]^- ^-:-I ^'L ^^ T-\^^^rEllrcl ll,lLirJliltr rJESit .

Bagian Kelima
rcrrBawas

Pasal 16

Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan
masSrarakat yang dibentuk dengan ketentuan :

a. BUMDes dimiliki han5ra satu desa maka pembentukan
Pengawas dilakukan dengan Keputusan Desa yang
bersangkutan; dan

b. BUMDes dimiliki lebih dari satu desa pembentukan Badan
Pengawas dilakukan dengan I',eputusan Bersama.

Pasal 17

{'!l Susunan PensarJsas terdiri a.tas :\ -,
a. satu orang ketua merangkap anggota ;

b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;

c. satu orang sekretaris merangkap an6ry1ota; dan

d. anggota.

(2) Jum1ah Pengawas keseluruhannya harus ganjit.

(3) Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya 1

{satu) sekali dalam setahun untuk membahas segala hal
ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes.

i4i Masa bakti pengawas dievaluasi setiap 4 iempati tahun
sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atas
permintaan dari sebagian warga desa yang bersangkutan.

.,91?T5":=l_
r1ir-Ili. Llirir r\E w ar.J r ui4rr

Pasal 18

Hak BUMDes aciaiah :

a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah
Desa;

b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari
kekayaan milik ciesa;

c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan
permodaian;

d. menciapatkan bagian cian hasii usaha BUMDes;

e. mengembangkan jenis usaha BLIMDcs;



f.

c,b'
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melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam
rangka pengembangan BUMDes; cian

h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen
perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 19

Kewajiban BUMDes acialah :

a. rnengakornodasi dan rrrendorong peningkatan kegiatan urrit-
unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi
masyarakat.

b. memberikan kontribusi kepada desa; dan
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

BAB VI
JENIS USAHA DAN PERI,{ODALAN

Bagian Kesatu
r---i- ----t_ _dCIIIIi I.ISAIIA

Pasal 2O

{1} Jenis-jenis usaha meliputi :

a. jasa antara lain :

1. jasa keuangan mikro;

2. jasa transportasi;

3. jasa komunikasi;

4. jasa konstnrksi; dan

5. jasa energi.

b. penyaluran sembiian bahan pokok antara lain :

1. beras;

2. gula;

3. garam;

4. minyak goreng;

5. kacang kedelai; dan

6. bahan rlansan lainnvn lrAns dikelnle melalr-:i lvarlrns- ;;;;ti" rE*t;"s;il" 
iiw u*6

c. perdagangan hasii pertanian antara lain :

1. karet;

2. rotan;

3. buah-buahan; dan

4. sa3ruran.
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d. in<iustri kecil dan rumah tangga antara lain :

1. makanan;

2. minuman;

3. kerajinan ralgrat;

4. bahan bakar alternatif: dan

5. bahan bangunan"

{21 Jenis-jenis usaha sebagaimana ciimaksud paria ayat (1)
dapat dikembangkan sesuai dengan kehutuhan dan potedsi
l-_-(ICSA.

Bagian Kedua
n^--^l^r^-^rEI ltluLli, ric-lt

Pasal 2 1

Permodaian BUMDes ciapat berasai <iari :

a- pernerintah desa;

b. tabungan masyarakat;

c. 'oantuan Pemerintah, Pemerintah Frovinsi dan pemerintah
Tr_7___-- -Lr\auupaLeIl;

d. pinjaman; dan/atau

e. penyertaan modai pihak lain atau kerja sarna bagi hasil atas
dasar saling menguntungkan.

Pasal 22

(U Modal BUMDes yang berasaf dari pemerintah desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mei-upakan
kekayaan <iesa yang <iipisahkan.

(21 Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat
sebagaimana dimaksu<i dalam Pasal 21 huruf b, mer"rpakan
sirnpairarr iriasSr ai:akat.

(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah,
pemerintah provinsi, rian pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksuci cialam Pasal 2i huruf c, dapat
berupa dana tugas pembantuan.

{+'l Modal BLtMDes }rang berasal dari pinjaman sebagain:ana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga
keua-ngan atau pemerintah d-aerah.

(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan
pihak lain sebagaimana- d-imaksu-d el-alam Pasal 21 huruf e,
dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau mas-lrarakat.

BAB VII
KtrRJASAIYIA DENGAN PIHAK KF;TIGA

Pasal 23

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga
dengan ketentuan :



a.

13

dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta
benda ),a119 dimiliki atau dikelola BUMDes, yang
mengakibatkan beban hutang, maka kerja sarna harus
mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD
seria kerja sama tersebut tidak berteniangan ciengan
peraturan perundang-undangan; dan

dalam hal kerja saina tidak memerlukan jaminan asetlharta
benda yang dimiiiki atau dikeloia BUiviDes dan ticiak
mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup
diiaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal24
Da+a-'a*a+aa 1-^;^ c^ffiA .lo-^^- ^il^al- 7ra.lina oahanai,manaL vr oJcticaL(:ir i\vrJa osrrla uvrr6qr^ Hr.rqA Avu54 ovsaS4rr^qrq

dimaksud dalam Pasal 23 harus diawali seleksi bidang usaha
secara cermat ]iang dilakukan dengan iangkah-langkah sebagai
1^^-:l--+ .L'El lALfL .

a. membuka kemungkinan terbentuknya komitmen ;

b. melibatkan anggota kelompok untuk pen5rusunan tujuan
dan standar;

c. mengqjari teknik-teknik pemecahan masaiah ;

d. mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar
terjadi komunikasi antar anggcta ;

e. identilikasi bidang yang saling tergantung ;

f. mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan
tanggung jawab; cian

g. menjaga keterbukaan diantara anggota.

Pasal 25

I',eijasanrra dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 dapat dilakukan bersama antar desa yang
mengandung u.nsur timbal batik saling menguntungkan
daiam penyelenggar-aan pengembangan usaha BUMDes.

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada a-vat (1),
dapat dilakukan dengan bentuk sebagai beikrt :

a. kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;

b. kerjasama antar desa linias Kecamatan dalam i(satu)
Kabupaten; cian

c. kerjasama antar desa lintas Kabupaten dalam l{satu}
D-^-:- -;I r \,Pl.rrrrr.

Pasal 26

Ir.erjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {21
ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (L),
paling sedikit memuat :

a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;

1-
t r-

/1t
t a,

(21

(11
t^,

(21
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tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

nemhiarraan.
lJv^^rv^qJ q@^,

jangka waktu pelaksanaan kerja sarta;

-^-L^-:^-'l-^,,*+,, A^^ l-^*,^:^-.
Purrrr.ro.6r6tlr AU (lJ'lLllrrEarr. ualr Avr Lr6ra.rl,

pembinaan dan penga\Masan;

l-a*anr,ran l^;- .,^-^ l:^*-^^^ ^^*1,,. ,{^-AULr/rrLLla-rl l6rlll Ja.rr5, ura.rr66a,lJ HUr. lu, ual

penyelesaian perselisihan.

Pasal 27

T\^1^- 
-^----:--11-^- 

l-^l^^-1^^^:t^- --^^r^^ n^-^ r----:^ua tlLLL rIIS\ryLIJL{(llr,iilLS.CUEIrlir.l,lrir.rt Lltiir.Ita IJqIiil., .tf.gljasii.rala
antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan
daiam pengembangan jenis usaha desa untuk
meningka'rkan kapasitas prociuksi usaha.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
kerjasama/kemitraa-ii sebagaimana yang dimaj<sud ciaiam
n---1 nn -l-1-1-i--asai zJ aGatatl' :

a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;

b. perencanaan kerjasama usaha;

c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan

d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII
NNNMAAIAN f TATA TAIITANAITf .E/It r ril\ \r\r [J tI \-ItJ.f1. l/V tIE ,f1.II

Pasal 28

Pengurus BUMDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pertanggungiawaban Pengurrrs BUMDes se-bagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. setiap akhir tahun anggaran, Peng'"rrus BUMDes wajib
menJrusun iaporan perianggungjawaban untuk
disampaikan dalam musyawarah desa serta seluruh
kelengkapan organisasi BUMDes;

b. iaporan pertanggungiawaban memuat :

, t- r-:,- ---:- h--- - hrTlah-- --t---- - L--L-\l. raIJUraIr rsrrelJa relrBurus r>urvuJcs selirilra 1 [saLu,
tahun;

') lzinariq rreolra rrano rmenrranolnrt reqlicoci lzacriqtqn4. r vqrluqur

usaha, upaya pengembangan, dan indikator
keberhasilan;

3. laporan keuangan termasuk rencarla pembagian laba
usaha; dan

4. rencafla-rerlcana pengernbangan usaha farrg beium
terealisasi.

d.

f.

g.

h.

/1\tI,

(2t

(1)

(2i
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c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk
evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

(3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungiawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX
A T-\ it/[TnTTC:rTri:] A (aT
fl'LrtYlll\lL) I r\rtL)l

Pasal 29

(1) Fungsi administrasi BUMDes adalah :

a. alat untuk mengeiahui keadaan harta kekayaan lembaga
setiap saat iermasuk kondisi keuangan;

b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan ( anggota,
pengeioia darr pengaw-asi dalam rnenjalankan kegiatan
dan pengendalian organisasi;

c. alat monitoring dan evaluasi b*g, Lembega untuk
meny-usun rencana kerja; dan

d. bahan pengambil keputusan.

(2| Kelengkapan administrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1) minimal harus tersedia adalah :

a. buku daftar anggora;

b. buku kegiatan; dan

c. buku lainnya.

Pasal 30

(1) Buku kegiatan pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 arvat (2) huruf b, terdiri dari:
a. buku kas harian;

b. buku jurnal;

c. buku besar;

d. neraca saldo;

e. laporan rugi laba;

f. neraca;

g- laporan ekuitas; <lan

h. laporan arus kas.

(21 Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi
seba-gaimana- climaksud pacla- a,":ai {ii adaiah :

a. perlunya disusun pelaksana organisasi yartg sifatnya
seb,agan pengelala untuk menghindarinya terjadinya
pemusatan kewenangan;

b. direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola
BUL{Des untuk menjalankan organisasi harus memiliki
stanciar kemampuan dan keterampilan terientu;
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perlu disusun adanya job desk/diskripsi tanggungjawab
dan li,'ervenang pada masing-masii-rg lini orgamisasi,
qeharroi rranrlr ran l.zeria,

kerjasama dengan pihak ke-S oleh pengelola harrs
dengan kcnsuirasi dan perse-"duan ciengan kcrnisaris
BUMDes;

dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu
^^J^ +^+^-^- ^+,,-^- ^,,1^L i:^^^^i-^+:1-^-^^*^
ljd.Lrd, Ld.Ld.rla.lr d-LLtrd,lr -ya,rr6 sLr,L{cLrr LrrsulJd-ri.a.L, rJUrDd-rrla7-

sebagaimana yang teiah ieriuang eiaiam ADi ART
BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola
BUMDeS;

pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada
mekanisme cl^reck antd. bdtarzce baik oleh pemerintahan
.l^^^ *^' 

-^^-,^*^l-^+. 
,{^-

\"rU rf, 6L rl'ra" [IlJ t,tr r Irr.o.DJ a-r O..t\a. L, \rcr.r I

perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB X
,TTAIrTTT\T DTTT,-TT T\At\T DA.rrT IrAOTTIrl'IILtlI L'LJrIL] I-'NII L'f1\JI Il''L}Jl'L

Pasal 31

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUIv{Des adalah
mengguna-ka-n sistem kalender yaitrr dimulai tanggal 1 Januari
dan berakhir sampai dengan 31 Desember.

Pasal 32

/11 E^; l ^-;t "^^1'^ PI llrf\^- ^^+;^- +^L,,- J;^---,- ^1.^^t r, ua6l rlaDlr uJaara uvrvluuD JULray Laaurr, urpurSurraA4r
untuk pemupukan modai, kas desa, jasa produksi, dana
-__.__11_1 :1__-_ a_-- t___-:_r_i'rFi-l.-iiailk-qi-r i-!Ft-r(l-I'ifI-iS rllt-riii-r(]--t-r f-rFtl()-I ifl l(i fiAi-r WF(ill:TDi-r

t,v..59. Bv,
l^:----^ ^^^-.^: l^.^^^^ 1-^+^-+--^.^rcurrrr-y ct DEsLlcu uErrB€u.r AE Lgrr Lu.cur.

(2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes
^^i-^^^:*^*^ -i:-^1-^.,1 ^^;^ ^--^+ / 1 i .li^+..- S^^-^seDagalmaria CiimaKsuc. paoa ayat (rl, Glatur aengan
Peraturan Desa berpecioman pacia peraiuran perundang-
undangan.

(31 Kontrit-rusi BLIMDes kenada Desa dise-*uaikan densan1-' *---D*

kemampuan keuangan BUMDes.

BAB XI
inr/an.ha^lf,rra"nnrTrhrarnnaAlulrlvAkAlN I lA-\Ak I lAlU AlulilyAFAlU El lll/lAH I AlUtrtyA

Pasal 33

BUMDes g'ajib diiengkapi AD/ART.

ADr;6Bt aCaiah aturan tertulis crganisasi yang dibuat dan
l!--,--7--L: -1-l- --l-----l- --1^---i ---l------- ----!--l-urstrPal(r.Lr ursrr strrtlr Lr.rr aIrBB,uLir. scuaB,a.I lJcuullrarr ullLLll(
mencapai tujuan bersama.

AD/ART hersifet rnensiket heri sefian kornnonen rlrsnnisasi"- t"'-- ---*--cr---*- -*t>- "---*r --*---r'----- --o*---"**-
dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

c.

d.

e.

ctt)'

(1)

l rl
\a)

I3l
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Pasal 34

Tata cara penJrusunan ADrlgp'J' sebagainaana dimaksud dalaln
Pasal 33 sebagai berikut:

a. pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga-
lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat;

b. dibentuk tim pefttmr-ts (dengan melibaikan golongan
miskinlkurang m€rmpu dan perempuan cialam timi ;

c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-
pokok aturannya daiam bentuk raricangan ;

d. pertemuan desa untuk membahas rancangan ;

e. membuat Berita Acara pengesahan Rancangan menjadi
AD/ART;

i. peny-usunan dan pembentukan pengeioia BUMDes; dan
g. dibuat Berita Acara pembentukan dan pemilihan Pengelola.

Pasal 35

(1) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam pasal
33 paling sedikit memuat :

4.. I.l.cllrlct,

b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan;
d. kepemilikan modal;

e. kegiatan usaha; cl-an

f. kepengurusan;

(2) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud
da-iam Pasal 3-e, paling sed-ikit memuat :

a. hak dan kewajiban pengurus;

b. masa bakti kepeng.rr-usan ;

c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;

d. penetapan operasional jenis usaha; dan

e. sumber permodalan.

BAB XII
PEMBINAA}.I DAN PENGAWASA},I

Pasal 36

(i) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan BUMDes.

{21 Pembinaarr sebagaimana dimaksud pacia a5,-at (Ii berripa
fasiiitasi <iengan memberikan perioman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



(3)

(4\
t,,

(1i
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Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, Bupati dapat melimpahkan kewenarrgannjia
kepada Kepaia Badan Pembercialraan Masyarakai cian
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

Iiena I a Re rl a n Pcrnl-rerrl a tr a ar:, l\rTa crrq rq 1: ot A q r Pemerirr f a h a n
Desa Kabupaten Katingan sebagaimana pada ayat (3)
Lrerkewajihra:t meia-porkan pelaksa-naan tugasnir'a sesuai
'lzatan fu o - -o*o li 1- o- ^o-r t- "l o - --r r-X o - -o-r\vLvlrLq(!r Pur qrur(xr l/vr qarssrrS qrrqqrrSqrt.

Pasal 37

Pengawas internai yang ciii:entuk meiaiui musyawarah desa
melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

-Trrtnlah Rar{an Pencorxrac cahacaimona rilimalzsrrr{ nar{a orrof
lrqu* *J sL

(1), paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Inspektorat Kabupaten
pengelolaan BUMDes.

melakukan pengawasan atas

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peratr-rra:r Buoati ini mula-i berlakr-r oa-cl-a- ta-nssa-I c{-ir-rnda-nska-n.
- -_r--_ f -_---_ -----@--- -------------o---_--,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
irerrcrrnriqrlr:ltl Pei-atrrrqn Riir'afi ini riensen rrprterrtnAfrnrrva
l^1^- T-!^-:+^ T\^^-^l^ Tz^1----^+^^ t7^r:^ -^^(laalic.r.lr -Dcl l Lar- u.av L a"I I r\ir" u qPi{ Lg r r Aid" Llr rBil" r.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, $- z - 2o16

Diundangkan di Kasongan
Pada ianggal, r?- z - u)rL

SEKR

NIKODEMUS

BERI,TA DAERAH

H KABUPATEN KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

IGBUPATEN }GTINGAN TAHUN 2Oi6 NOMOR 252.


